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BAB IV
PENUTUP
SIMPULAN
Setelah diadakan penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak
pasien dalam pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten

Bungo, penulis dapat mengambil kesimpulan di antaranya :

1. Perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Tanah Tumbuh
Kabupaten Bungo belum maksimal diperoleh pasien karena pasiennya banyak
sedangkan dokter hanya 1 orang.

2. Adapun kendala — kendala terhadap perlindungan hukum hak pasien di
puskesmas Tanah Tumbuh adalah :

a. Kendala dari sisi puskesmas
keterbatasan tenaga dokter yang melayani pelayanan kesehatandi
Puskesmas Tanah Tumbuh hanya satu orang, yang seharusnya dilayani
oleh minimal 2-3 oarang dokter mengingat puskesmas Tanah Tumbuh
merupakan Puskesmas rawat inap melayani pasien 24 jam.
b. Kendala dari sisi dokter atau tenaga Kesehatan
Keterbatasan waktu dokter untuk menjelaskan informasi,
penjelasan, isi informasi rekam medis pasien dengan lengkap terhadap
Kesehatan pasien dokarenakan banyaknya pasien dan jenis pelayanan
yang harus dilayani oleh satu orang dokter dalam waktu yang bersamaan,
sehingga dokter bekerja tidak sesuai SOP yang sudah di tetapkan pihak

Puskesmas.
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c. Kendala dari sisi paien
Susah bertemu dengan dokter pemberi layanan sehingga pelayanan
Kesehatan jadi tidak maksimal diterima oleh pasien dan pelayanan
Kesehatan sering dilayanim oleh perawat atau bidan yang berkonsultasi
dengan dokter melalui handphone, sedangkan second opinion atau pilihan
kedua untuk mendapatkan informasi terhadap Kesehatan atas pasien itu
sendiri masih rendah.
3. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan
Kesehatan di Puskesmas Tanah Tumbuh adalah :

a. Mengusulkan permintaan tenaga dokter melalui usulan renbut Puskesmas (rencana
kebutuhan tenaga di Puskesmas) kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bungo.

b. Karena dokternya hanya satu orang dan merangkap sebagai kepala puskesmas
sehingga membuat dokter tidak selalu berada di tempat maka dokter membuat surat

tugas pendelegasian.

SARAN

1. Utuk pihak Puskesmas Tanah Tumbuh kabupaten Bungo alangkah baiknya
jika kenyamanan pasien selalu di utamakan.

2. Untuk pasien, pasien di harapkan aktif bertanya kepada petugas medis. Baik itu
mengenai hak dan kewajibannya, maupun informasi jika pelayanan di
Puskesmas kurang jelas.

3. Untuk Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo agar dapat menambah

tenaga medis (Dokter Puskesmas Tanah Tumbuh).
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